
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 
1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

Menimbang 

PERA TURAN BUPATI TEBO 
NOMOR 43 TAHUN 2018 

TENT ANG 
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEBO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

BUPATITEBO 
PROVINS! JAMBI 



0,00 Rp. 

18.143.493.711,92 Rp. Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah 
Perubahan 

30.024.540.504,00 Rp. 

b. Pengeluaran 
1) S 1 RP 29 203.887.442,00 emu a · · 
2) Bertarnbah Rp. 820.653.062,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 

48.168.034.215,92 Rp. 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 42.356.461.310,00 
2) Bertambah Rp. 5.811.572.905,92 

Jumlah Penerimaan Setelah Peru bahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp. 1.050.075.718.735,00 
b. Bertambah Rp. 62.841.317.105,65 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. l.112.917.035.840,65 
(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (18.143.493.711,92) 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. l.036.923.144.867 ,00 
b. Bertambah Rp. 57.850.397.261,73 
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.094.773.542.128,73 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 
l.036.923.144.867,00 Bertambah Rp. 57.850.397.261,73 sehingga menjadi Rp. 
1.094.773.542.128,73 dengan rincian sebegai berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 
Tahun 2014 Nomor 1); 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR .1.~. 

RAH KABUPATEN TEBO 

2018. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

1 dirinci lebih Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 


